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Pelaksanaan Pembebanan Benda Bergerak
Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak
Terdaftar Melalui Klausula Perjanjian Kredit
Koperasi

Putu Ayu Sriasih Wesna, Desak Gde Dwi Arini and Ni Made Sukaryati Karma

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak.Kreditor pada umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak Debitor
untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang. Jaminan utang
yang ditawarkan oleh pihak peminjam umumnya akan dinilai oleh badan usaha tersebut
sebelum diterima sebagai objek jaminan atas pinjaman yang diberikannya. Hasil
penjualan jaminan kredit akan digunakan untuk melunasi utang pihak peminjam kepada
bank sehingga diharapkan akan dapat meminimalkan kerugian bank, juga untuk
memenuhi ketentuan yang berlaku di. Agar penjualan jaminan kredit dapat mencapai
tujuan yang diinginkan kreditor, perlu dilakukan upaya pengamanan antara lain dengan
mengikat objek jaminan kredit secara sempurna melalui ketentuan ketentuan hukum
yang mengatur tentang lembaga jaminan, salah satunya dengan pembebanan benda
bergerak melalui fidusia karena pada umumnya di masyarakat menengah ke bawah
hanya memiliki benda bergerak motor atau mobil yang akan dijadikan sebagai benda
jaminan pelunasan utang. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang lembaga jaminan menetapkan ketentuan-ketentuan pengikatan jaminan secara
sempurna berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia, salah satunya dengan penerapan asas publisiteit atau asas publisitas yang
mengharuskan semua benda yang dijadikan jaminan wajib didaftarkan. Namun dalam
kenyataanya banyak praktek pemberian kredit dengan pembebanan benda bergerak
sebagai jaminan utang dengan fidusia yang tidak terdaftar melalui klausula-klausula
yang terdapat dalam perjanjian kredit koperasi.

Kata Kunci: Klausula Perjanjian Kredit Koperasi; Jaminan Fidusia yang Tidak Terdaftar;
Pembebanan Benda Bergerak

11



3" Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa 2020 Warmadewa Press

Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pendahuluan

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang
telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat
telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk
mendukung perkembangan kegiatan perekonommiannya dan untuk meningkatkan taraf
kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan
ponjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya pihak peminjam berdasarkan keperluan
atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut berdasarkan keperluan atau tujuan
tertentu.

Untuk benda bergerak dapat diikat dengan dua jenis lembaga jaminan, yaitu gadai dan fidusia.
Letak perbedaan kedua lembaga jaminan tersebut adalah letak bendanya. Utang yang dijamin dengan
gadai, maka objek jaminannya harus berada di bawah kekuasaan kreditor. Sedangkan utang yang
dijamin dengan fidusia, maka objek jaminannya akan tetap di bawah penguasaan debitor. Untuk
mencairkan objek jaminan yang diikat dengan fidusia, maka perlulah sertifikat jaminan fidusia yang
berisi irah-irah yang memiliki kekuatan eksekutorial, dan untuk mendapatnya fidusia wajib
didaftarkan di Kantor Wilayah Hukum dan HAM benda tersebut berada sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Apabila tidak ada sertifikat fidusia tersebut
seharusnya kreditor dalam hal ini Koperasi tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan
eksekusi sendiri (parate eksekusi) karena tidak mendaftarkannya, sebagaimana fidusia yang telah
terdaftar.

Koperasi pada dasarnya bagi bangsa Indonesia merupakan suatu bentuk badan
kemasyarakatan dan juga bentuk perusahaan yang berasal dari luar yang dasar-dasar usahanya sesuai
dengan beberapa kegiatan tradisional masyarakat Indonesia. Koperasi bukan saja sebagai organisasi
masyarakat tetapi juga perusahaan yang dapat berjalan sekaligus dan saling mengisi yang hidup dalam
kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Dewasa ini banyak koperasi yang mengesampingkan prinsip-prinsip koperasi dalam praktek
sehari-hari karena ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat lingkungannya yaitu di tempat
koperasi yang bersangkutan beroperasi. Koperasi yang dicita-citakan ialah perpaduan antara kedua
bentuk seperti yang tersebut di atas walaupun masih ada yang berpandangan bahwa koperasi adalah
sebuah organisasi masyarakat seperti yang di kemukakan oleh Ivan Emilianoft bahwa “Koperasi adalah
organisasi masyarakat sebab hubungan antara anggota dengan anggota dalam koperasi merupakan
usaha bersama (joint venture) berbeda dengan hubungan antara suatu badan usaha dengan pasar”
(Suwandi, Ima : 1986).

Hal inilah yang menjadi latar belakang sehingga menarik perhatian untuk dikaji serta
menelaahnya dalam suatu penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pembebanan Benda Bergerak
Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar melalui Klausula Perjanjian Kredit Koperasi”.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka timbul beberapa permasalahan dalam
hubungannya dengan judul penelitian yang diajukan. Masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai
berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan pembebanan benda bergerak dengan jaminan fidusia pada
Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar ? 2) Bagaimana klausula yang terdapat dalam
perjanjian kredit melalui pembebanan benda bergerak dengan jaminan fidusia yang tidak terdaftar?
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Metode

Penelitian tentang Pelaksanaan Pembebanan Benda Bergerak Dengan Jaminan Fidusia Yang
Tidak Terdaftar Melalui Klausula Perjanjian Kredit Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam),
merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada penelitian
lapangan untuk memperoleh data primer dan dilengkapi data sekunder yang diperoleh dari penelitian
kepustakaan.

Pembahasan

Pelaksanaan Pembebanan Benda Bergerak Sebagai Jaminan Kredit Pada Koperasi Simpan
Pinjam Tridana Mandiri Denpasar

Penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan pemberian kredit dengan jaminan benda
bergerak pada Koperasi Simpan Pinjam serta akibat hukum yang ditimbulkan akibat pembebanan
benda bergerak dengan jaminan fidusia yang tidak terdaftar terhadap Koperasi Simpan Pinjam. Hal
ini digambarkan dengan praktek penyaluran kredit yang terjadi di masyarakat menengah ke bawah
biasanya selalu menggunakan benda bergerak sebagai jaminan pelunasan utang. Benda bergerak yang
digunakan sebagai jaminan pelunasan utang secara hukum dapat diikat dengan 2 cara yaitu dengan
lembaga jaminan gadai, dan lembaga jaminan fidusia. Dengan gadai mengharuskan benda jaminan
berada atau dipegang oleh pemberi kredit, namun dengan lembaga jaminan fidusia maka benda yang
dijadikan jaminan pelunasan utang masih dapat dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari debitor.

Hal inilah yang menyebabkan lembaga jaminan fidusia masih menjadi favorit masyarakat dan
kreditur sebagai jaminan pelunasan utang. Namun dalam prakteknya penggunaan benda bergerak
sebagai jaminan pelunasan utang yang diikat secara fidusia tidak sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini penting untuk dikaji agar dapat menjadi
masukan bagi pemerintah untuk menentukan arah kebijakan yang dapat mengatasi dampak negative
dari pembebanan benda bergerak dengan jaminan fidusia yang terjadi di masyarakat.

Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat mencakup perjanjian-
perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota
masyarakat yang minta bantuan notaris atauadvokat yang bersangkutan di dalam kepustakaan
Belanda, jenis ini disebut dengan contract model (Mariam Darus Badrulzaman, 1994 : 49-50).

Dari keseluruhan jenis perjanjian baku ini dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri meniadakan dan
membatasi kewajiban salah satu pihak, yaitu kreditur, untuk membayar ganti rugi kepada debitur
adalah sebagai berikut :

Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya lebih kuat daripada debitur;
Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;

Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;

Bentuknya tertulis; Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual (Mariam
Darus Badrulzaman, 1994 : 50).

Fidusia berasal dari kata fiduciair’ yang berarti ’secara kepercayaan’, ditujukan kepada
kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh suatu pihak kepada yang lain bahwa apa yang
keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya ke dalam (intern) hanya suatu jaminan
saja untuk suatu utang. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang terjadi adalah hanya pengalihan
kepemilikan atas benda yang didasari oleh kepercayaan mengingat benda itu tidak diserahkan kepada

e o
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kreditur melainkan tetap dipegang debitur. Namun demikian dengan adanya pengalihan ini, status
benda itu hak miliknya adalah berada di tangan kreditur, bukan lagi ditangan debitur meskipun
debitur menguasai benda itu.

Pembebanan benda bergerak melalui jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang tidak
dibuat dengan perjanjian tersendiri, sesuai dengan prinsip dasar perjanjian jaminan yaitu sebagai
perjanjian asesoir dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Perjanjian jaminan hanya melaui
melalui klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit, ditambah dengan berbagai surat yang
menyertai perjanjian kredit seperti surat permohonan pinjam pakai kendaraan, surat pernyataan
penyerahan kembali benda jaminan serta surat kuasa mengambil dan menjual jaminan.

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis laksanakan, perjanjian kredit yang ada dalam
Koperasi Tridana Mandiri yang melakukan penyaluran kredit dengan melakukan pembebanan benda
bergerak secara Fidusia (Fiduciare eigendom overdracht) milik debitur sebagai jaminan kredit tidak
memenubhi asas spesialitas dan publisitas sehingga yang dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan
kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan. Apabila debitur wanprestasi maka dalam
melaksanakan eksekusi tidak dapat dilakukan melalui lembaga parate executie.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur :

(1) Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa
Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

Fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari
debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya
kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar
kepercayaan dari kreditur.

Akta jaminan fidusia merupakan perjanjian asesoir dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian
kredit, akta ini harus dibuat dihadapan Notaris dan sekurang-kurangnya memuat :

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap,
agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status
perkawinan dan pekerjaan.

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan
hutang yang dijamin dengan fidusia.

c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan
mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti
kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu benda persediaan
(inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku,
barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia
dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

d. Nilai penjaminan.

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia,
memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan
memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena
kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum. Jaminan fidusia memuat hak mendahului yang
disebut juga hak preference, artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap
kreditur lain dalam pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam pasal 27 Undang-UndangNomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun dalam hal ini pelaksanaan pembebanan
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benda bergerak yang terdapat dalam di Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri belum sesuai
dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Adapun pertimbangan pencantuman klausula oleh pihak kreditur adalah pertama merupakan
sarana untuk meyakinkan apakah debitur sanggup untuk membayar kembali atas kredit tersebut jika
diperlukan oleh pihak kreditur. Kedua, klausula menempatkan kreditur dalam posisi prioritas
bilamana debitur mengalami masalah dalam keuangannya. Ketiga, klausula selalu terkait dengan
praktik bisnis, perlindungan tentang pinjaman, pemeliharaan stryktur bisnis debitur, dan penyikapan
keuangan secara penuh kepada kreditur (Johanes Ibrahim Kosasih, 2019 : 18).

Perjanjian kredit umumnya berisi klausula-klausula sebagai berikut :

a. Klausula-klausula tentang syarat-syarat penarikan kredit pertama kali atau predisbursement
clause. Klausula ini menyangkut :

1) Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, asuransi barang jaminan, dan biaya
pengikatan jaminan.

2) Penyerahan barang jaminan, dokumen, dan pelaksanaan pengikatan barang jaminan.

3) Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, asuransi kredit dengan tujuan untuk
meminimalisasi rediko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun kreditur.

b. Klausula-klausula tentang maksimum kredit (amount clause). Klausula ini memiliki urgensi,
yaitu sebagai berikut :

1) Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai
materi ini memiliki konsekuensi diperlukannnya pembuatan perjanjian kredit baru;

2) Merupakan batas kewajiban kreditur berupa penyediaan dana selama tenggang waktu
perjanjian kredit, berarti batas hak debitur untuk melakukan penarikan jaminan

3) Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan dasar perhitungan
penetapan besarnya provisi atau commitment fee.

4) Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan Tarik (overdraft)

c. Klaula-klausula tentang jangka waktu kredit. Klausula ini penting dalam beberapa hal, yaitu
sebagai berikut :

1) Memberikan batas waktu bagi bank kapan harus menyediakan dana sebesar maksimum
kredit, kapan tenggang waktu itu terlampaui sehingga memberikan hak tagih bagi bank
untuk pengembalian kredit oleh debitur;

2) Memberikan batas waktu dimana kreditur dapat melakukan teguran bila debitur tidak
memenuhi kewajibannya secara tepat waktu;

3) Memberi waktu yang tepat bagi kreditur untuk melakukan analisis Kembali dengan
mempertimbangkan apakah fasilitas kredit tersebut dapat diperpanjang atau segera
ditarik kembali.

d. Klausula-klausula tentang tujuan kredit dan bentuk kredit. Klausula ini penting dalam
beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1) Klausula tujuan kredit diperlukan agar debitur mempergunakan kreditnya sesuai dengan
yang disepakati dan diperjanjikan sebelumnya. Penggunaan tujuan kredit yang
menyimpang akan mengakibatkan kesulitan untuk membayar Kembali kreditnya.

2) Klausula bentk kredit diperlukan sesuai dengan tujuan kreditnya. Penentuan bentuk
kredit yang tepat akan menviptakan tingkat efisiensi dari pemberian kredit. Misalnya
kredit itu diberikan dalam bentuk investasi, modal kerja, atau bentuk lainnya.

e. Klausula-klausula tentang bunga, kesepakatan biaya, dan kelebihan Tarik. Klausula ini diatur
secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud memberikan kepastian mengenai hak
bank untuk membebankan bunga, biaya-biaya, dan denda yang disepakati Bersama. Bunga
merupakan penghasilan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan
diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit.

f. Klausula tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening pinjaman debitur.
Klausula ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud bank. Dapat setiap
saat membebankan bunga, biaya atau denda pada rekening pinjaman atau rekening lainnya
yang ditatausahakan pada bank tersebut.
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g. Klausula tentang representation and warranties yaitu klausula yang berisi pernyataan-
pernyataan debitur atas fakta-fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan dan
asset debitur pada saat kredit direalisasi.

h. Klausula tentang conditions precedent, yaitu klausula tentang syarat-syarat Tangguh yang
harus dipenuhi terlebih dahulu, oleh debitur sebelum bank menyediakan kredit untuk
digunakannya. Klausula ini bertujuan agar debitur menggunakan kredit sesuai dengan tujuan
yang disepakati dan menghindari penyalahgunaan kredit (side streaming). Dengan
melengkapi persyaratan kredit yang diminta, bank melakukan Tindakan untuk
meminimalisir resiko kredit dan memanntau penggunaan kredit sesuai dengan tujuan
semula.

i. Klausula tentang agunan kredit (collateral clause). Klausula agunan kredit bertujuan agar
pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian jaminan secara sepihak, tetapi
harus ada kesepakatan dengan pihak kreditur.

j. Klausula tentang berlakunya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hubungan rekening
koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan. Klausula ini khusus bagu debitur yang
fasilitas kreditnya ditatausahakan melalui rekening koran atau giro.

k. Klausula tentang affirmative covenant, yaitu klausula yang berisi janji-janji debitur untuk
melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku. Klausula ini terdiri atas berbagaihal
yang harus ditepati oleh debitur selama fasilitas kredit yang diterimanya berjalan.
Misalnya sebelum pencairan kredit konstruksi, debitur harus menyerahkan laporan kemajuan
(progress report) dari perkembangan konstruksi bangunan beserta dokumen-dokumen
yuridisnya.

1. Klausula tentang negative covenant, yaitu clausul yang berisi janji-janji debitur untuk
melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku. Klausula ini terdiri dari berbagai
macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekonomis bagi kepentingan pengamaan
kreditur selaku penyalur kredit. Beberapa hal yang merupakan Tindakan yang tidak
diperkenankan untuk dilakukan oleh debitur adalah meminta kredit kepada pihak lain tanpa
seijin kreditur, mengubah bentuk hukum perusahaan nasabah debitur tanpa seizin kreditur.

m. Klausula tentang financial covenant, yaitu klausula yang berisi janji debitur untuk
menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan yang diminta oleh kreditur. Klausula ini
mewajibkan debitur untuk menyampaikan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan
dalam perjanjian, misalnya setiap, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan bergantung pada
urgensinya.

n. Klausula tentang event of default, yaitu klausula yang memberikan hak secara sepihak
kepada kreditur untuk mengakhiri kredit atas peristiwa-peristiwa yang ditentukan oleh bank
serta sekaligus menagih pagu kredit yang tersisa.

o. Klausula tentang arbitrase, yaitu klausula yang berisi penyelesaian perselisihan diantara para
pihak, baik arbitrase nasional maupun internasional.

p. Klausula bunga rampai atau misscelanious provisions, yaitu klausula yang berisi syarat- syarat
dan ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausula-klausula yangada.

Simpulan

Pelaksanaan pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Tridana Mandiri Denpasar
dilakukan dengan pembebanan benda bergerak milik debitur sebagai jaminan pelunasan kredit
melalui fidusia yang tidak terdaftar atau tidak didaftarkan.

Pembebanan benda bergerak melalui jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang tidak
dibuat dengan perjanjian tersendiri, sesuai dengan prinsip dasar perjanjian jaminan yaitu sebagai
perjanjian asesoir dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Perjanjian jaminan hanya melaui
melalui klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit, ditambah dengan berbagai surat yang
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menyertai perjanjian kredit seperti surat permohonan pinjam pakai kendaraan, surat pernyataan
penyerahan kembali benda jaminan serta surat kuasa mengambil dan menjual jaminan
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